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ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan Masyarakat
maupun negara. Kerugian yang ditimbulkan dapat menghambat dan merusak
kemajuan negara. Kejahatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik merupakan
bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
mengidentifikasi pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh
pejabat publik dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim
mengenai pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat
publik dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023. Metode
penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini
menggunakan sumber bahan hukum primer yaitu Putusan Mahkamah Agung
Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdakwa
terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara
selama 12 tahun serta denda sebesar Rp 500.000.000,00. Selain itu, terdakwa juga
diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 110.604.731.752,00, yang harus
dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap,
dengan ketentuan bahwa jika tidak dibayar, harta bendanya dapat disita dan dilelang
oleh jaksa, dan jika tidak mencukupi maka akan di pidana penjara 4 tahun.
Pertimbangan hakim terhadap pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang
dilakukan oleh pejabat publik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3741
K/Pid.Sus/2023 menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah secara tepat dan
cermat dalam menilai dan menerapkan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang
dilakukan oleh Mardani H. Maming selaku Bupati Tanah Bumbu. Dalam
pertimbangannya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Penuntut
Umum dan terdakwa dengan menegaskan bahwa perbuatan terdakwa bukan hanya
melanggar prosedur administrasi, melainkan telah memenuhi unsur-unsur tindak
pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Pejabat Publik,
Pertimbangan Hakim.
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ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime that causes significant harm to both society
and the state. The resulting losses can obstruct and damage national development.
Corrupt acts committed by public officials constitute an abuse of power. This
research aims to examine and identify the criminal liability of public officials in
corruption cases, and to analyze the judicial considerations regarding such liability
in Supreme Court Decision Number 3741 K/Pid.Sus/2023. This research adopts a
normative juridical method, using primary legal materials, specifically the Supreme
Court Decision Number 3741 K/Pid.Sus/2023. The findings indicate that the
defendant was found guilty of committing the crime of corruption and was
sentenced to 12 years of imprisonment along with a fine of IDR 500,000,000.
Furthermore, the defendant was ordered to pay compensation amounting to IDR
110,604,731,752, which must be paid within one month after the verdict becomes
legally binding. If the compensation is not paid, the defendant s assets may be seized
and auctioned by the public prosecutor, and if the assets are insufficient, an
additional 4 years of imprisonment will be imposed. The Supreme Court's
consideration of the criminal liability of public officials in this case demonstrates a
careful and accurate application of the law. The Court rejected the cassation
requests submitted by both the Public Prosecutor and the defendant, asserting that
the defendant's actions not only violated administrative procedures but also fulfilled
the elements of the criminal act of corruption as stipulated in Article 12(b) in
conjunction with Article 18 of Law Number 31 of 1999, as amended by Law Number
20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes. In this context, the Supreme
Court has provided a strong legal foundation for holding public officials
accountable for corrupt practices, specifically in the case of Mardani H. Maming,
former Regent of Tanah Bumbu.

Keywords: Criminal Liability, Corruption Crime, Public Officials, Judicial
Consideration.
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